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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten
Sumedang kepada pihak ketiga, telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Sumedang kepada Pihak Ketiga;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga sudah tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga
perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Sumedang kepada Pihak Ketiga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan  Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ...



Menetapkan

-0 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG KEPADA PIHAK KETIGA.

Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 13), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Desember 2021
BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd
HERMAN SURYATMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (16/253/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,
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DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG KEPADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada pihak
ketiga, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Sumedang kepada Pihak Ketiga.

Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat
melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau
badan usaha milik negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan melakukan penyertaan
modal kepada Pihak Ketiga sehingga Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada
Pihak Ketiga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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